
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

 Sebagai suatu metode dan fenomena, pembingkaian berita sejatinya 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sebab, pemahaman tiap 

wartawan dan kemampuan tiap insan pers dalam menginterpretasi suatu 

peristiwa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pun, adanya ideologi 

yang dimiliki media, nilai dalam berita serta proses perubahan peristiwa ke 

dalam realitas berita menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam 

kegiatan jurnalistik. Untuk mencegah dan menanggulangi masalah yang 

mungkin terjadi dalam perbuatan yang dilakukan pers ini, UU PERS, Kode 

Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers memberikan batasan-batasan dan 

arahan terkait perbuatan pembingkaian berita. Walaupun seluruh ketentuan 

mengenai pembingkaian berita masih diatur secara sederhana dan sumir, 

setidaknya ketentuan-ketentuan tersebut secara tegas memberikan 

konsekuensi dan tanggung jawab bagi pers. Disamping itu dengan adanya 

ketentuan pembentukan lembaga atau organisasi pemantau media pada 

Pasal 17 Ayat (2) UU PERS, walau pelaksanaanya masih berkendala, 

menandakan bahwa pembingkaian berita oleh pers di Indonesia tidak dapat 

dilaksanakan secara semena-mena. Maka dari itu, pembingkaian berita 

merupakan metode/tindakan yang selaras dengan prinsip kebebasan pers di 

Indonesia. 

 Perkembangan media daring memberikan dua dampak yuridis dalam 

kegiatan pers khususnya terkait pembingkaian berita di Indonesia. Yang 

pertama adalah adanya penambahan satu tahap dalam proses pembuatan 

berita oleh pers yakni tahap verifikasi. Tahap verifikasi diatur dalam 

pedoman Dewan Pers agar pers dapat terus mengikuti perkembangan 

peristiwa tanpa mengabaikan pemenuhan karakteristik berita yang 

baik/tidak melanggar ketentuan. Kedua yakni adanya pemisahan secara 



yuridis antara pelaku jurnalisme online pers dan non pers. Pemisahan ini 

dapat dilihat dari ketentuan pelaku/subjek hukum yang ada di UU PERS dan 

UU ITE.  

 Dalam perkembangan media daring, pers bertanggung jawab atas berita 

yang diproduksinya melalui metode pembingkaian berita baik secara 

eksternal (dalam proses litigasi maupun non litigasi dengan Dewan Pers) 

dan secara internal (berdasarkan ketentuan internal dalam Organisasi Pers). 

Pers dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan UU PERS 

dan Kode Etik Jurnalistik apabila terdapat orang lain yang bersangkutan 

merasa dirugikan atas berita yang dibuat pers. Penyelesaian kasus 

pelanggaran yang dimaksud dapat diselesaikan melalui Dewan Pers (dalam 

proses sidang ajudikasi atau mediasi) dan/atau pengadilan (dalam proses 

pengenaan sanksi pidana). Secara internal, insan pers dan perusahaan pers 

juga harus bertanggung jawab kepada Organisasi Pers tempat mereka 

bergabung berdasarkan ketentuan internal. 

 

5.2.  SARAN 

 Perlu dirumuskannya suatu peraturan normatif dalam hukum positif pers di 

Indonesia (baik dalam peraturan Dewan Pers maupun Undang-Undang) 

yang memberikan batasan-batasan serta arahan yang lebih lengkap dan 

kompleks terkait proses pembingkaian berita. Ketentuan yang dimaksud 

kiranya dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pers serta kualitas 

berita hasil olahan pers. Dalam peraturan tersebut juga kiranya ada suatu 

ketentuan khusus perihal pengaturan pembentukan lembaga atau organisasi 

pemantau media yang lebih terjamin, efektif, dan mutakhir. Partisipasi 

masyarakat dalam lembaga atau organisasi pemantau media dapat 

mencegah pembingkaian berita yang semena-mena oleh pers. 

 Dirumuskannya suatu peraturan normatif dalam hukum positif pers di 

Indonesia (baik dalam peraturan Dewan Pers maupun Undang-Undang) 

yang mengatur standardisasi konten berita pers dalam media daring. 



Pengaturan standardisasi yang dimaksud idealnya berfokus pada 

objektivitas konten berita pers dalam media daring. Ketentuan yang 

dimaksud bertujuan guna memisahkan dan menegaskan kompetensi serta 

kapabilitas lembaga pers dalam membuat berita di media daring. Disamping 

itu oleh karena perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, 

maka saat ini hampir setiap orang dapat dengan mudah menyebar dan 

membuat berita. Maka dari itu, ketentuan tersebut dapat berguna untuk 

meningkatkan kualitas konten berita pers dalam media daring sehingga 

masyarakat dapat dengan jelas membedakan konten berita buatan pers dan 

pelaku jurnalistik non pers. 

 Dibentuknya suatu kewenangan dan fungsi suatu lembaga yang bersifat 

koordinatif dengan Dewan Pers dalam proses penyelesaian kasus 

pelanggaran pers secara ajudikasi dan mediasi. Sebab sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf c UU PERS, Dewan Pers memiliki 

kewenangan dalam menangani proses penyelesaian pengaduan masyarakat. 

Dalam hal penyelesaian tersebut, dimungkinkan adanya posisi/daya tawar 

para pihak yang tidak seimbang. Hal tersebut dikarenakan Dewan Pers dan 

pihak teradu pada dasarnya memiliki kepentingan dalam bidang yang sama. 

Oleh karena itu, lembaga dengan fungsi dan kewenangan yang sifatnya 

koordinatif dengan Dewan Pers terkait penyelesaian semacam itu dapat 

memberikan pengawasan serta penilaian. Pengawasan dan penilaian 

tersebut diupayakan sebagai bentuk pencegahan kesewenang-wenangan 

Dewan Pers dalam proses penyelesaian yang mereka selenggarakan. 

Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pers dan Dewan Pers 

semakin meningkat. 
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